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MUHAMMAD ALI SAMSUN. (B11110407) dengan judul skripsi “Tinjauan 
Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Anak Di Wilayah Kota 
Makassar” Di bawah bimbingan Aswanto selaku pembimbing I dan Dara 
Indrawati selaku pembimbing II. 
        Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya 
praktik prostitusi anak di wilayah kota Makassar serta upaya aparat terkait 
untuk menanggulangi meluasnya praktik prostitusi anak dan kendala yang 
dihadapi dalam upaya menanggulangi meluasnya praktik prostitusi anak di 
wilayah kota Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan 
kriminologis dan bersifat analisa deskriptif, melalui teknik analisa kualitatif 
dan kuantitatif terhadap data primer dan data sekunder yang mendukung 
pelaksanaan terhadap masalah yang diteliti. 
        Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa faktor penyebab 
terjadinya praktik prostitusi anak adalah : (1) Himpitan ekonomi dan 
kurangnya keterampilan kerja. (2) Rendahnya tingkat pendidikan dan 
keinginan untuk mendapatkan uang dengan cepat. (3) Pengalaman pahit di 
masa lalu. (4) diajak oleh teman (5) Untuk kesenangan batin. Adapun upaya 
yang dilakukan oleh aparat terkait untuk menanggulangi meluasnya praktik 
prostitusi anak yaitu : (1) Upaya yang dilakukan oleh Polres Makassar adalah 
melakukan razia dengan aparat terkait. (2) upaya yang dilakukan oleh Dinas 
Sosial adalah melakukan bimbingan dan pembinaan dengan menyerahkan 
ke Panti Sosial Karya Wanita ―Mattiro Deceng‖. Sedangkan kendala yang 
dihadapi adalah rencana razia telah bocor ke pihak pelaku praktik prostitusi 
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A. Latar Belakang Masalah 
Fenomena perdagangan anak yang dijadikan pelacur semakin marak 
dan memprihatinkan. Anak-anak tidak hanya dipekerjakan di sektor 
industri atau pertanian dan perkebunan, namun dalam perkembangannya 
anak-anak perempuan seringkali dipaksa, ataupun terjebak dalam dunia 
pelacuran dengan dijanjikan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih 
tinggi. 
Anak merupakan generasi muda sebagai salah satu sumber daya 
manusia yang berpotensi dan sebagai penerus dari cita-cita perjuangan 
bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat 
khusus. Dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, 
mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang diperlukan 
pembinaan dan perlindungan. 
Pada dasarnya anak yang berumur di bawah 18 tahun belum mampu 
membedakan yang mana perbuatan baik dan yang mana perbuatan yang 
jahat. Oleh karenanya menjadi tanggungjawab bersama dalam 
memberikan arahan dan pembinaan kepada anak untuk menentukan 




Secara universal anak mempunyai hak asasi manusia yang 
dilindungi hukum, bahkan berlaku sejak dalam kandungan, karena itu 
anak juga berhak mendapat perlindungan hukum atas segala kegiatan 
yang mengarah pada pertumbuhan maupun perkembangan di masa 
mendatang. Berbicara mengenai hak anak 
 sebagaimana diatur dalam Pasal 28b Undang-undang Dasar 1945 
yang berbunyi : ―Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh 
dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi‖. 
 Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang 
dilakukan oleh anak yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain 
adanya dampak negatif perkembangan yang cepat, arus globalisasi di 
bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua. 
Faktor-faktor tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar 
dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan 
perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih 
sayang, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, 
penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua akan mudah terseret 
dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat 
dan merugikan perkembangan pribadinya. Hubungan antara orang tua 
dengan anak merupakan suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan 
psikologis maupun mental spritualnya. 
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 Dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan menghadapi masalah-
masalah sosial, oleh karena itu terjadinya ketidakserasian  kenyataan dan 
norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Masalah itu merupakan 
problema sosial jika mempunyai akibat negatif dalam pergaulan hidup di 
masyarakat. Akibat dari problema sosial tersebut adalah merasakan 
kehidupan masyarakat, sehingga interaksi dalam masyarakat itu sangat 
terganggu dan memberikan dampak yang negatif kepada anak. Suatu 
akibat negatif itu sangat besar pengaruhnya, apabila hal tersebut tidak 
diatasi sebaik mungkin. Oleh karena itu penegak hukum khususnya aparat 
kepolisian harus bertindak tegas dan serius dalam menangani prostitusi, 
yang pelakunya bukan hanya orang dewasa tapi sebagian besar 
dilakukan oleh anak. 
 Di Indonesia, kalangan Organisasi Non-Pemerintah (Ornop atau 
lazimnya dikenal dengan LSM) sering menggunakan istilah ―anak 
terlacurkan‖ atau ―anak yang dilacurkan‖ (prostituted children). 
Penggunakan istilah ―anak yang dilacurkan‖ atau ―‖anak dilacurkan‖ 
menyiratkan bahwa kehadiran anak di dalam pelacuran  sebagai korban, 
dimana anak dianggap belum mampu untuk mengambil keputusan 
memilih pekerja seks sebagai profesi. 
 Salah satu dari pelanggaran HAM  adalah masalah prostitusi anak. 
Prostitusi anak merupakan salah satu bentuk eksploitasi seksual 
komersial terhadap anak.1 Dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 tentang 
                                                          
1
 Wiharyanto, A. Kardiyat, 2011. Melindungi Anak dari Jeratan Prostitusi. 
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hak dari anak yang menyebutkan bahwa : ―Setiap anak berhak untuk 
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai 
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 
dari kekerasan dan diskriminasi‖. Namun yang terjadi saat ini anak yang 
seharusnya dipandang sebagai subyek dijadikan sebagai sebuah obyek 
yang bisa diperjualbelikan demi keuntungan pribadi seseorang. 
 Pelacuran anak sesuangguhnya adalah salah satu masalah 
kemanusiaan yang membutuhkan perhatian serius karena dampaknya 
yang sangat merugikan dan membahayakan kelangsungan serta masa 
depan anak sebagai korban. Anak yang dijadikan pelacur bukan saja 
rentan terhadap hinaan, eksploitasi, penipuan dan marginalisasi, tetapi 
juga banyak di antara mereka yang tidak dapat menikmati hak untuk 
memperoleh pendidikan yang layak, serta tidak dapat memenuhi 
kebutuhan dasarnya untuk berkembang secara sehat. 
 Berdasarkan Catatan Akhir Tahun 2011 Komisi Nasional 
Perlindungan Anak Tahun 2011 KomNas Perlindungan Anak menerima 
pengaduan 480 anak korban ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak), 
jumlah ini meningkat jika dibandingkan pada jumlah pengaduan Tahun 
2010 yakni 412 kasus.2 Dari data ini memperlihatkan peningkatan kasus 
prostitusi di Indonesia yang meningkat. 
 Kasus prostitusi anak bukanlah hal yang baru di kota Makassar. 
Dalam hal ini anak perempuan yang paling rentan dijadikan pemuas nafsu 
                                                          
2
 Catatan Akhir Tahun 2011 Komisi Nasional Perlindungan Anak, Tahun 2011. 
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para laki-laki, dengan perantara muncikari. Anak yang seharusnya berhak 
atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan amanat UUD 
1945 Pasal 28b angka (2) yang berbunyi : ―Setiap anak berhak atas 
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi‖, tapi pada kenyataannya 
anak-anak dimanfaatkan untuk meraup keuntungan komersil oleh orang-
orang yang tidak bertanggungjawab.  
 Dalam Undang-undang No.11 Tahun 2002 Tentang Sistem Peradilan 
Anak dan Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
belum memuat secara terperinci mengenai prostitusi anak yang semakin 
marak. Undang-undang tersebut hanya membahas tentang hak-hak anak 
dimana mereka sebagai generasi penerus bangsa harus dilindungi dan 
memberi ganjaran kepada pelaku yang mempergunakan anak sebagai 
alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Namun undang-undang tidak 
menjelaskan mengenai anak yang memilih pekerja seks sebagai 
profesinya. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan oleh 
pemerintah dan masyarakat menjadi sebuah obyek yang diperjualbelikan. 
Penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul 
“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Anak di 




B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian latarbelakang masalah tersebut di atas, maka 
dapat dirumuskan masalah yang akan penulis bahas dalam skripsi ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan 
prostitusi anak di kota Makassar ? 
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan aparat penegak 
hukum terhadap kejahatan prostitusi anak di kota Makassar ?  
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu: 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 
kejahatan prostitusi anak di kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan apa saja yang dilakukan 
aparat penegak hukum terhadap kejahatan prostitusi anak di kota 
Makassar. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
pemikiran atau memberikan solusi untuk meminimalisir 
terjadinya kejahatan prostitusi anak di suatu daerah. 
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2. Memberikan kontribusi pemikiran atau solusi mengenai 
masalah hukum pidana terkait dengan kejahatan prostitusi 
anak di kota Makassar. 
3. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain 
yang ingin mengkaji secara mendalam tentang penyebab 
kejahatan prostitusi anak di kota Makassar. 
2. Manfaat Praktis 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas para penegak hukum 
















1. Pengertian Tinjauan Kriminologi 
    Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali 
dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli 
antropologi perancis. Kriminolgi terdiri dari dua suku kata yakni kata 
crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu 
pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang 
kejahatan.3 
    Beberapa pendapat dari sarjana terkemuka memberikan 
definisi kriminologi sebagai berikut : 
a. Edwin H. Sutherland : Criminology is the body of knowledge 
regarding delinquency and crime asw social phenomena 
(Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas 
kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial). 
b. W.A. Bonger : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. 
                                                          
3




c. J.Constant : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-
musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. 
d. WME. Noach : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak 
senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.4 
   Dari pendapat sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa 
tinjauan kriminologis adalah meninjau dari segi faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinyakejahatan dari upaya penanggulangannya. 
2. Skop Kriminologi 
    Skop (ruang lingkup pembahasan) kriminologi mencakup tiga 
hal pokok, yakni : 
a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making 
laws). Yang dibahas dalam proses pembuatan hukum pidana 
(process of making laws) adalah : 
1) Definisi kejahatan 
2) Unsur-unsur kejahatan 
3) Relativitas pengertian kejahatan 
4) Penggolongan kejahatan 
5) Statistik kejahatan 
                                                          
4
 Ibid., hlm. 2. 
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b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of laws).Yang 
dibahas dalam etiologi kriminal (breaking laws) adalah : 
1) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi 
2) Teori-teori kriminologi dan 
3) Berbagai perspektif kriminologi 
c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the 
breaking of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan 
kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga 
reaksi terhadap ―calon‖ pelanggar hukum berupa upaya-upaya 
pencegahan kejahatan (criminal prevention). Yang dibahas 
dalam bagian ini adalah perlakuan terhadap pelangar-pelanggar 
hukum  (Reacting Toward the Breaking Laws) antara lain : 
1) Teori-teori penghukuman 
2) Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan, 
baik berupa tindakan pre-entif, preventif, represif dan 
rehabilitatif.5 
 
3. Pembagian Kriminologi 
   Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu : 
 
 
                                                          
5
 Ibid., hlm. 2-3. 
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a. Kriminologi Teoritis 
   Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan ke dalam 
lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam 
pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara 
teoritis. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu 
pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan 
seluas-luasnya.6 Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi 
kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup : 
1) Antropologi kriminal 
 Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat 
(somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas 
pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai 
tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara 
suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya. 
2) Sosiologi Kriminal 
 Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu 
gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh 
bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab 
kejahatan dalam masyarakat. 
 
 
                                                          
6
 Santoso, Topo, dan Achjani, Eva, 2001. Kriminologi, Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, hlm. 9. 
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3) Psikologi Kriminal 
 Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari 
sudut jiwanya. 
4) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal 
 Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat saraf. 
5) Penologi 
 Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. 
b. Kriminologi Praktis 
    Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas 
kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula 
disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu 
pengetahuan yang diamalkan (applied criminology). Cabang-
cabang dari kriminologi praktis ini adalah : 
1. Hygiene Kriminal 
 Yaitu cabang Kriminologi yang berusaha untuk 
memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. 
misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan 
(guidance and counceling) penyedia sarana olahraga dan 
lainnya. 
2. Politik Kriminal 
 Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah 
caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada 
terpidana agar terpidana dapat menyadari kesalahannya 
13 
 
serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk 
dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka 
diperlukan keyakinan serta pembuktian; sedangkan untuk 
dapat memperoleh semuanya itu diperlukan penyelidikan 
tentang bagaimanakah tehnik penjahat melakukan 
kejahatan. 
3. Kriminalistik (police scientific) 
 Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan 
penangkapan pelaku penjahat.7 
B. Pengertian Kejahatan 
    Kejahatan merupakan bagian kehidupan masyarakat dan 
merupakan peristiwa sehari-hari. Perampokan, pemerkosaan, 
penipuan, penodongan atau berbagai bentuk perilaku lainnya, 
memperlihatkan sebuah dinamika sosial, suatu bentuk normal 
kehidupan sosial. Seorang filsuf bernama Cicero mengatakan ―Ubi 
Societas, Ibi Ius, Ibi Crime‖ (ada masyarakat, ada hukum dan ada 
kejahatan). Masyarakat saling menilai, menjalin interaksi dan 
komunikasi, tidak jarang timbul konflik atau perikatan. Satu kelompok 
akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku menyimpang, 
apabila perilaku kelompok lain itu tidak sesuai dengan perilaku 
kelompoknya. Perilaku menyimpang seringkali dianggap sebagai 
                                                          
7
 Alam, A.S, Op.Cit, hlm. 6-7. 
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perilaku ―jahat‖, Howard Becker berpendapat bahwa seseorang 
menjadi ―jahat‖ karena cap yang diberikan kepadanya.8  
   Batasan kejahatan dari sudut pandang hukum (a crime from the 
legal point of view) adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum 
pidana.9 Perbuatan dianggap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan 
sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan 
pidana. 
    Sutherland berpendapat bahwa criminal behavior is behavior in 
violation of the criminal law no matter what the degree of immorality, 
reprehensibility or indecency of an act it is not a crime unless it is 
prohibited by the criminal law. Contoh konkrit dalam hal ini adalah 
perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi 
hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan 
melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana 
Indonesia. Sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat jelek 
dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan dan lain-
lainnya; namun perbuatan itu tetap bukan kejahatan dilihat dari definisi 
hukum, karena tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku.10 
    Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat (a crime from 
the sociological point of view) adalah setiap perbuatan yang melanggar 
                                                          
8
 Rukmini, Mien, 2006. Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung: PT 
Alumni, hlm. 94. 
 
9
 Alam, A.S, Op.Cit, hlm. 16. 
 
10
 Ibid., hlm. 16-17. 
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norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat, contohnya di 
dalam hal ini adalah bila seorang muslim meminum minuman keras 
sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut 
pandang masyarakat islam dan namun dari sudut pandangan hukum 
bukan kejahatan.11 
    Untuk menyebut  sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh 
unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur 
tersebut adalah : 
1. ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm) 
2. kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-
undang  Hukum Pidana (KUHP). Contoh : misalnya orang dilarang 
mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut 
telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas) 
3. harus ada perbuatan (criminal act) 
4. harus ada maksud jahat (criminal intent = mens rea) 
5. ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat 
6. harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam 
KUHP dengan perbuatan 
7. harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut12 
    Mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat 
dikatakan sebagai kejahatan Sutherland menulis sebagai berikut : 
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 Ibid., hlm. 17. 
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    First, before behavior can be called a crime there must be certain 
external consecoquenses or “harm”. 
    Second, the harm must be legally forbidden. 
    Third, there must be “conduct”. 
    Fourth, “criminal intent” or mens rea, must be present. 
    Fifth, there must be a fusion or concurrence of mens rea and 
conduct. 
    Sixth, there must be a “causal” relation between the legally 
forbidden harm and the voluntary mis conduct. 
    Seventh, there must legally prescribed punishment.13 
C. Pengertian Prostitusi 
   Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan 
seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk 
imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran 
adalah : pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.14 
        Beberapa definisi prostitusi menurut para ahli : 
Purnomo dan Siregar 
―Prostitusi, pelacuran atau persundalan adalah peristiwa penyerahan 
tubuh oleh wanita kepada banyak lelaki dengan imbalan pembayaran 
                                                          
 
13
 Ibid., hlm. 19. 
14
 Suyanto, Bagong, 2010. Masalah Sosial Anak, Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, hlm. 159. 
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guna disetubuhi dan sebagai pemuas nafsu seks si pembayar, yang 
dilakukan di luar pernikahan.15 
W.A. Bonger : 
―Prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri 
melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian‖.16 
P.J de Bruine Van Amstel : 
―Prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki 
dengan pembayaran‖.17 
Kartini Kartono : 
―Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola 
organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak 
terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali 
dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan 
komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya‖.18 
        Jenis prostitusi dapat dibagi menurut aktivitasnya ; yaitu terdaftar 
dan terorganizir, dan yang tidak terdaftar. 
 
a. Prostitusi yang terdaftar : 
         Pelakunya diawasi oleh bagian Vice Control dari Kepolisian, 
yang dibantu dan bekerja sama dengan jawatan sosial dan jawatan 
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 Ibid., hlm. 159-160. 
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 Ibid., hlm. 183. 
18
 Ibid., hlm. 185. 
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kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisir dalam suatu daerah 
tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri 
pada dokter atau petugas kesehatan, dan mendapatkan suntikan 
serta pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keamanan 
umum. 
b. Prostitusi yang tidak terdaftar : 
         Termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan 
prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan 
maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganizir, 
tempatnyapun tidak tertentu. Bisa disembarang tempat, baik 
mencari ―mangsa‖ sendiri, maupun melalui calo-calo dan panggilan. 
Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib. Sehingga 
kesehatannya sangat diragukan, karena belum tentu mereka itu 
mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter.19 
 
D. Pengertian Anak 
 Secara internasional definisi anak tertuang dalam konferensi 
perserikatan bangsa-bangsa mengenai Hak Anak atau United Nation 
Convention on The Right of The Child Tahun 1989, Aturan Standar 
Minimum Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Pelaksanaan 
Peradilan Anak atau United Nation Standard Minimum Rules for the 
Administration of Juvenile justice (―The Beijing Rules‖) Tahun 1985 dan 
Deklarasi Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human 
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Rights Tahun 1948.20 Mengacu pada konvensi PBB tentang Hak Anak 
(Convention on the Right of the Child), maka definisi anak : ―Anak 
berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut 
undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih 
awal‖.21 
 Definisi anak menurut perundang-undangan, di antaranya 
menurut UU No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, anak adalah 
orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun 
tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah; 
Menurut UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak 
adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih di 
dalam kandungan. Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 Mahkamah 
Konstitusi perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, MK memberikan batasan usia 
minimal pertanggungjawaban hukum bagi anak adalah 12 (dua belas) 
tahun. 
 Definisi anak yang ditetapkan oleh Undang-undang berbeda 
dengan definisi anak menurut hukum adat dan hukum islam. Hukum 
islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada 
seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum, artinya 
seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum 
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 Marlina, 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: PT Refika 
Aditama, hlm. 33. 
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memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana 
ditentukan dalam hukum islam. Lima belas tahun adalah suatu umur 
yang umum di Indonesia menurut hukum adat dianggap sebagai sudah 
dewasa.22 Menurut Hukum adat seseorang dikatakan belum dewasa 
jika seseorang itu belum menikah dan berdiri sendiri belum terlepas 
dari tanggung jawab orangtua.23 
 
E. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan 
1. Teori Labeling 
       Tokoh-tokoh teori labeling adalah : 
a. Becker, melihat kejahatan itu seringkali bergantung pada mata 
si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok 
yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang 
disebut baik dan layak dalam situasi tertentu. 
b. Howard, berpendapat bahwa teori labeling dapat dibedakan 
dalam dua bagian, yaitu : 
1) Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang 
memperoleh cap atau label. 
2) Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku 
berikutnya. 
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 Subekti, R, 2006. Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah 
Agung, Bandung: PT Alumni, hlm. 44. 
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 Hilman Hadikusuma, 1993. Hukum Adat dalam Yurisprudensi, Bandung: Citra 
Aditya Bakti, hlm. 11. 
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    Persoalan pertama dari labeling adalah memberikan label/ 
cap kepada seorang yang sering melakukan kenakalan atau 
kejahatan. Labeling dalam arti ini adalah labeling sebagai akibat 
dari reaksi masyarakat. 
    Persoalan labeling kedua (efek labeling) adalah 
bagaimana lebeling mempengaruhi seseorang yang terkena 
label/ cap. Persoalan ini memperlakukan labeling sebagai 
variabel yang independent atau variable bebas. Dalam kaitan ini 
terdapat dua proses bagaimana labeling mempengaruhi 
seseorang yang terkena label/ cap untuk melakukan 
penyimpangan tingkah lakunya. 
    Pertama, label tersebut menarik perhatian pengamat dan 
mengakibatkan pengamat selalu memperhatikannya kemudian 
seterusnya label itu diberikan padanya oleh si pengamat. 
Kedua, label/ cap tersebut sudah diadopsi oleh seseorang dan 
mempengaruhi dirinya sehingga ia mengakui dengan sendirinya 
sebagaimana label itu diberikan oleh si pengamat, bahwa 
dirinya memang penjahat. 
    Salah satu dari kedua proses di atas dapat memperbesar 
penyimpangan tingkah laku dan membentuk karir kriminal 
seseorang. Seorang yang telah memperoleh label dengan 
sendirinya akan menjadi perhatian orang-orang di sekitarnya. 
Selanjutnya, kewaspadaan atau perhatian orang-orang di 
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sekitarnya akan mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan 
kegiatan lagi karena tidak ada lagi orang yang mempercayainya. 
c. Scharg, menyimpulkan asumsi dasar teori labeling sebagai 
berikut : 
1) Tidak Ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya 
bersifat kriminal. 
2) Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat 
dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang 
memiliki kekuasaan. 
3) Seseorang yang menjadi penjahat bukan karena ia 
melanggar undang-undang melainkan karena ia ditetapkan 
oleh penguasa. 
4) Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat 
berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka 
dapat dikelompokkan menjadi dua bagian kelompok kriminal 
dan non kriminal. 
5) Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses 
labeling. 
6) Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem 
peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku sebagai lawan 
dari karakteristik pelanggarannya. 
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7) Usia, tingkat sosial-ekonomi dan ras merupakan karakteristik 
umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan 
pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana. 
8) Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif 
kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan 
penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai 
penjahat. 
9) Labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan 
identifikasi dengan citra sebagai deviant dan menghasilkan 
rejection of the rejector. 
d. Lemert telah memperkenalkan suatu pendekatan yang berbeda 
dalam menganalisis kejahatan sebagaimana tampak dalam 
pernyataan dibawah ini : 
 This is large turn away from the older sociology which 
tended to rest heavily upon the idea that deviance leads to 
social control. I have come to believe that the reverse idea. 
I.e. social control leads to deviance, equally tenable and the 
potentially richer premise for studying deviance in modern 
society. 
e. Frank Tannenbaum menamakan proses pemasangan label tadi 
kepada si penyimpang sebagai ―dramatisasi sesuatu yang jahat/ 
kejam‖. Ia memandang proses kriminalisasi ini sebagai proses 
memberikan label, menentukan, mengenal (mengidentifikasi), 
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memencilkan, menguraikan, menekankan/ menitikberatkan, 
membuat sadar atau sadar sendiri. Kemudian menjadi cara 
untuk menetapkan ciri-ciri khas sebagai penjahat24 
2. Teori Konflik (Conflict Theory) 
        Teori konflik lebih mempertanyakan proses pembuatan 
hukum. Pertarungan (struggle) untuk kekuasaan merupakan suatu 
gambaran dasar eksistensi manusia. Dlam arti pertarungan 
kekuasaan itulah bahwa berbagai kelompok kepentingan berusaha 
mengontrol pembuatan dan penegakan hukum.  
        Perspektif konflik meliputi beberapa variasi sebagai berikut : 
a. Teori asosiasi terkoordinir secara inperatif (keharusan) 
    Ralf Dahrendorf (1959) merumuskan kembali teori Marxis 
mengenai konflik kelas yang lebih pluralistik, dimana banyak 
kelompok bersaing untuk kekuatan, pengaruh dan dominasi. 
Konsepnya mengenai ―asosiasi terkoordinir‖ dengan keharusan 
manganut bahwa kontrol sosial dalam suatu masyarakat 
tergantung kepada hubungan asosiasi superordinate 
(subordinate associations). 
    Dengan meminjam gagasan dialektika dari Marx dan 
Engel, Dahrendorf memandang setiap masyarakat dengan ciri-
ciri penggunaan paksaan terhadap kelompok-kelompok tertentu 
oleh yang lainnya. Pembagian kewenangan secara tidak sama 
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menimbulkan konflik sosial, di mana kelompok-kelompok 
dominan memaksakan kehendak mereka dan kelompok-
kelompok bawahan dan berusaha menentangnya. 
b. Teori pluralistik model George Vold 
    George Vold mengemukakan bahwa : ―masyarakat itu 
terdiri dari berbagai macam kelompok kepentingan yang harus 
bersaing dan konflik merupakan salah satu unsurnya yang 
esensial/ penting dengan kelompok-kelompok yang lebih kuat, 
mampu membuat negara merumuskan undang-undang/ hukum 
demi kepentingan mereka‖. Banyak tindakan kriminal 
merupakan tantangan oleh kelompok bawahan terhadap 
pengawasan kelompok yang dominan, meskipun ia terlihat ingin 
membatasi uraian ini hingga pada isu-isu yang berkaitan 
dengan konflik ideologi politik, konflik batas udara, konflik hak-
hak perdata dan lainnya. Maka dengan demikian kejahatan 
dapat dikatakan sebagai produk konflik antara kelompok yang 
menyatakan adanya perjuangan politik kelompok-kelompok. 
c. Teori Austin Turk (criminal terdiri dari kelompok-kelompok yang 
lebih kuat) 
    Turk adalah seorang tokoh penulis perspektif kriminologi 
konflik, mengetengahkan proposisi teori ―hukum pidana yang 
ditetapkan kelompok-kelompok yang lebih kuat‖ (more powerfull 
groups define criminal law) sebagai berikut : 
26 
 
1) Individu-individu yang berbeda dalam pengertian dan 
komitmen mereka. 
2) Perbedaan tersebut mengakibatkan konflik. 
3) masing-masing pihak yang berkonflik (bersengketa) 
berusaha meningkatkan pandangan-pandangannya sendiri. 
4) Mereka dengan kepercayaan yang sama cenderung 
bergabung dan membentuk komitmen serupa. 
5) Konflik yang berkepanjangan cenderung menjadi rutin dan 
berkembang menjadi sistem stratifikasi. 
6) Sistem seperti ini menunjukkan eksploitasi ekonomi 
dikekang oleh dominasi politik dalam segala bentuk. 
7) Kekuatan relatif pihak-pihak yang bersengketa menentukan 
posisi hirarkis mereka demikian pula perubahan-perubahan 
dalam distribusi kekuatan. 
8) Pemusatan pandangan dalam pengertian dan komitmen 
dikarenakan pembagian pengalaman dengan menangani 
orang dalam, orang luar dan lingkungan. 
9) Pengertian manusia dan komitmen adalah dialektikal dengan 
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3. Teori Radikal (kriminologi kritis) 
a. Richard Quinney 
    Menurut Richard Quinny, beranggapan kejahatan adalah 
akibat dari kapitalisme dan problem kejahatan hanya dapat 
dipecahkan melalui didirikannya negara sosialis. Quinney 
mengetengahkan proporsinya mengenai penanggulangan 
kejahatan sebagai berikut : 
1) Masyarakat Amerika didasarkan pada ekonomi kapitalis 
yang telah maju. 
2) Negara diorganisir untuk melayani kepentingan kelas 
ekonomi yang dominan. 
3) Hukum pidana merupakan alat atau instrumen negara kelas 
penguasa untuk mempertahankan dan mengabadikan atau 
mengekalkan tertib sosial dan ekonomi yang ada.  
4) Kontrol kejahatan dalam masyarakat kapitalis dicapai melalui 
berbagai macam lembaga dan aparat yang didirikan dan 
diatur oleh golongan elite dalam pemerintahan, yang 
mewakili kepentingan kelas yang memerintah, dengan tujuan 
mendirikan tertib domestik. 
5) Kontradiksi-kontradiksi kapitalisme yang telah maju adalah 
terdapat rantai putus antara keberadaan dan kebutuhan inti, 
dimana kelas-kelas bawah tetap tertekan oleh apa saja yang 
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dianggap perlu, khususnya melalui penggunaan paksaan 
atau kekerasan system perundang-undangan yang ada. 
6) Hanya melalui bubarnya atau ambruknya masyarakat 
kapitalis dan diciptakannya masyarakat baru yang 
didasarkan pada asas sosialis baru bisa diperoleh 
pemecahan masalah kejahatan. 
b. William Chamblis 
    Menurut Chambils ada hubungan antara kapitalisme dan 
kejahatan seperti dapat ditelaah pada beberapa butir di bawah 
ini : 
1) Dengan diindustrialisasikannya masyarakat kapitalis dan 
celah antara golongan borjuis dan proletariat melebar, 
hukum pidana akan berkembang dengan usaha memaksa 
golongan proletariat untuk tunduk. 
2) Mengalihkan perhatian kelas golongan rendah dari 
eksploitasi yang mereka alami. 
3) Masyarakat sosialis akan memiliki tingkat kejahatan yang 
lebih rendah karena dengan berkurangnya kekuatan 
perjuangan kelas akan mengurangi kekuatan-kekuatan yang 
menjurus kepada fungsi kejahatan.26 
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F. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
 Penanggulangan kejahatan terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu : 
1. Pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian 
untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang 
dilakukan dalam penanggulangan kejahatan pre-emtif adalah 
menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga 
norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada 
kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya 
untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. 
Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada 
kesempatan. 
2. Preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang masih 
dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam 
upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan 
kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. 
3. Represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi 
kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law 










A. Lokasi Penelitian 
        Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Makassar dan Dinas Sosial 
Kota Makassar. Dengan melakukan penelitian di kedua lokasi ini 
penulis dapat memperoleh data yang akurat sehingga dapat 
memperoleh hasil penelitian yang objektif dan berkaitan dengan objek 
penelitian. 
B. Jenis dan Sumber Data 
        Jenis dan sumber data yang akan digunakan yaitu : 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan 
penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 
terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan 
objek kajian seperti literatur-literatur, dokumen, maupun sumber 
lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
        Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : 
1. Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini penulis lakukan 
dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan 
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dan berhubungan langsung dengan objek penelitian yang dijadikan 
sebagai landasan teoritis. 
2. Metode penelitian lapangan, dilakukan dengan cara wawancara 
atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab 
terhadap nara sumber atau petugas kepolisian.  
D. Analisis Data 
        Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data 
sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan 
kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan 

















HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum tentang Praktik Prostitusi Anak di Kota 
Makassar 
     Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di 
persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam 
propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan 
Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. 
Kota Makassar berdekatan dengan sejumlah kabupaten yakni sebelah  
utara berbatasan dengan kabupaten Pangkep, sebelah timur 
berbatasan dengan kabupaten Maros, sebelah selatan berbatasan 
dengan kabupaten Gowa dan sebelah barat berbatasan dengan selat 
Makassar. Kota Makassar dengan posisinya yang strategis dengan 
jalur transportasi darat, laut dan udara yang menjadikan tempat ini 
diminati dan ramai dikunjungi.  
    Masyarakat kota Makassar melihat ini sebagai sumber untuk 
mendapatkan penghasilan. Dengan menyediakan prasarana 
penunjang kepada para pengunjung dengan tarif harga yang 
terjangkau seperti: menyediakan penginapan dan rumah makan/ 
restoran, agar para pengunjung merasa nyaman dan aman dengan 
prasarana yang disediakan untuk mereka.  
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     Selain itu ada juga oknum-oknum tertentu yang 
menyalahgunakan tujuan sebenarnya dari penyediaan jasa layanan 
kepada para pengunjung, dengan menyediakan jasa prostitusi kepada 
para pengunjung.  Para oknum-oknum ini menyediakan jasa kepada 
para pelanggannya sesuai dengan tarif yang telah disepakati antara 
pelanggan dengan penyedia jasa prostitusi.  
     Anak merupakan salah satu dari permintaan yang diminta oleh 
para pengunjung, seperti yang dikatakan oleh Maya salah satu 
muncikari (wawancara, 24 April 2014), ia mengatakan permintaan anak 
dengan tarif harga Rp.600.000 – Rp.1.000.000 jika anak tersebut 
masih perawan, dan kisaran Rp.300.000 - Rp.500.000 jika anak 
tersebut sudah tidak perawan, tarif harga tersebut tergantung dari 
negosiasi yang dilakukan antara pelanggan dengan muncikari.  
     Anak yang diminta oleh para pelanggan tidak mudah didapatkan 
oleh muncikari, dikarenakan mereka tidak seperti orang dewasa yang 
setiap hari menawarkan dirinya kepada para pelanggan. Anak ini 
menawarkan dirinya kepada muncikari untuk dijual kepada pelanggan 
hanya jika Anak tersebut ingin menjual dirinya. 
     Muncikari yang menawarkan jasa prostitusi anak tidak hanya 
orang dewasa saja, ada juga muncikari anak dengan menawarkan 
teman-temannya sebagai alat pemuas nafsu lelaki. Seperti yang 
dikatakan oleh salah satu muncikari anak Rahmi (nama samaran) asal  
Kota Makassar (wawancara, 31 April 2014), ia menawarkan teman-
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temannya kepada pelanggan melalui telefon, jika tarif harga telah 
disepakati maka Rahmi membawa temannya ke tempat yang telah 
mereka sepakati. 
B. Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Prostitusi Anak di Kota 
Makassar 
     Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadi praktik 
prostitusi anak di kota Makassar, penulis uraikan sebagai berikut : 
1. Himpitan ekonomi dan kurangnya keterampilan kerja 
         Himpitan ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya 
pratik prostitusi anak. Anak yang seharusnya mendapatkan hak-
haknya,  sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 
2002 tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa : 
―Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi‖, namun yang terjadi mereka harus bekerja untuk 
memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. 
         Himpitan ekonomi dalam keluarga memaksa anak untuk 
turun ke dalam dunia pekerjaan. Kurangnya keterampilan kerja 
yang dimiliki anak membuat anak memilih perkerja seks sebagai 
pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan kerja, cukup 
dengan memuaskan nafsu pelanganggannya maka ia akan 
mendapatkan penghasilan yang banyak. Seperti yang diakui oleh 
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Sari (nama samaran) umur 16 tahun asal Kota Makassar 
(wawancara  28 April 2014). Hal ini ia lakukan karena harus 
menghidupi dirinya dan ibunya yang telah sakit-sakitan. Diakuinya 
sangat sulit mendapatkan pekerjaan yang dianggap layak oleh 
masyarakat. Berbekal ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), 
Sari hanya bisa bekerja sebagai pengamen di jalan, namun hal 
tersebut tidak mampu mencukupi semua kebutuhan Sari dan 
ibunya, belum lagi para pengamen jalanan seringkali terjaring razia 
oleh satpol PP dan dinas sosial. 
         Hal serupa juga dialami oleh Riska (nama samaran) umur 14 
tahun asal kota Makassar (santunan di Panti Sosial Karya Wanita 
―Mattiro Deceng‖), Riska mengatakan karena faktor himpitan 
ekonomi sehingga memaksa Riska untuk terjun ke dalam dunia 
prostitusi. Dalam hal ini faktor himpitan ekonomi sangat besar 
pengaruhnya terhadap terjerumusnya seseorang ke dalam dunia 
prostitusi.  Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Dr. A.S 
Alam bahwa terjadinya pelacuran disebabkan oleh dua variabel, 
yaitu: 
a. Variabel Pendorong 
Faktor kemiskinan yang kemudian berpengaruh pada 
pendidikan PSK (pelacur) yang amat rendah, tidak adanya 
keterampilan kerja dan adanya pengalaman seksual 
sebelumnya menyebabkan seseorang melacurkan dirinya. 
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b. Variabel Penentu 
Dari hasil penelitian yang kemudian ditulis dalam bukunya 
―pelacuran dalam masyarakat‖ Dr. A.S. Alam berkesimpulan 
variabel penentu lebih melihat pada diri si pelacur itu sendiri, 
apakah ia melacurkan diri karena kesadaran sendiri atau 
karena ditipu.27 
2. Rendahnya tingkat pendidikan dan keinginan untuk mendapatkan 
uang dengan cepat. 
 Rendahnya tingkat pendidikan anak dapat menjadi salah 
satu faktor anak untuk terjun ke dalam dunia prostitusi. Rata-rata 
PSK anak ini memiliki tingkat pendidikan yang rendah, paling tinggi 
hanya sampai tamatan SMP (Sekolah Menengah Pertama). 
Rendahnya tingkat pendidikan membuat para PSK anak tetap 
harus melanjutkan hidup. Tidak adanya keterampilan kerja dan 
modal usaha yang dimiliki anak, sehingga anak lebih memilih untuk 
masuk ke dalam dunia prostitusi 
 Di Panti Sosial Karya Wanita ―Mattiro Deceng‖, anak 
santunannya mengalami kesulitan dalam hal membaca. Nurdin 
(Wawancara 16 Mei 2014) pengawas di Panti Sosial Karya Wanita 
―Mattiro Deceng‖ mengatakan, anak santunannya mengalami 
kesulitan dalam hal membaca dikarenakan anak-anak santunan 
tersebut  rata-rata hanya menyelesaikan pendidikan sampai tingkat 
                                                          
27
 Ibid., hlm. 90. 
37 
 
SMP (Sekolah Menengah Pertama), bahkan ada yang hanya 
menyelesaikan sampai tingkat SD (Sekolah Dasar).  
 Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam 
perkembangan keterampilan dan psikologis seorang anak. 
Pendidikan anak yang hanya sampai SMP (Sekolah Menengah 
Pertama) bahkan yang hanya sampai tingkat SD (Sekolah Dasar), 
sangat berpengaruh dalam dunia pekerjaan, dimana dalam dunia 
pekerjaan minimal penerimaan karyawannya berpendidikan paling 
tinggi sampai SMA (Sekolah Menengah Atas).  
 Rendahnya tingkat pendidikan anak dan tidak adanya 
keterampilan kerja yang dimiliki, membuat anak terjun ke dalam 
dunia prostitusi, dimana pekerjaan sebagai pekerja seks tidak 
memerlukan keahlian yang khusus. Dengan pendapatan 
penghasilannya yang tinggi dan tidak membutuhkan keterampilan 
dalam hal bekerja serta tidak memerlukan pendidikan yang tinggi, 
prostitusi menjadi pilihan bagi anak untuk mendapatkan uang 
dengan cepat. 
3. Pengalaman pahit dimasa lalu 
         Pengalaman seksual yang pahit di masa lalu dapat menjadi 
variabel penentu seseorang terjun ke dalam dunia prostitusi. Hal 
itu juga yang memegang satu peranan penting dimana seseorang 
karena merasa hina dan putus asa, sehingga memudahkan dirinya 
untuk terjerumus ke dalam dunia pelacuran. Seperti yang diakui 
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oleh Rara (nama samaran) umur 14 tahun asal kota Makassar 
(santunan di Panti Sosial Karya Wanita ―Mattiro Deceng‖), Alasan 
Rara memilih menjadi pekerja seks karena di masa lalu ia 
diperkosa oleh pacarnya. Rara memilih hidup sebagai pekerja seks 
karena sudah terlanjur diperkosa oleh pacarnya di masa lalu dan 
pekerjaan prostitusi dapat memberikan uang yang banyak untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Rara mengatakan ia biasanya 
menawarkan diri kepada pelanggannya dengan tarif Rp. 300.000. 
 Kasus yang dialami oleh Rara sesuai dengan teori labeling 
yang diungkapkan oleh Howard Becker. Howard Becker melihat 
kejahatan itu seringkali bergantung pada mata si pengamat karena 
anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki 
perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam 
situasi tertentu. Pertama, label tersebut menarik perhatian 
pengamat dan kemudian mengakibatkan pengamat selalu 
memperhatikannya kemudian seterusnya label itu diberikan 
padanya oleh si pengamat. Kedua, label atau cap tersebut sudah 
diadopsi oleh seseorang dan mempengaruhi dirinya sehingga ia 
mengakui dengan sendirinya sebagaimana label itu diberikan oleh 
si pengamat, bahwa dirinya memang penjahat.  
 Salah satu dari kedua proses di atas dapat memperbesar 
penyimpangan tingkah laku dan membentuk karir kriminal pada diri 
seseorang. Seorang yang telah memperoleh label dengan 
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sendirinya akan menjadi perhatian orang-orang di sekitarnya. 
Selanjutnya, kewaspadaan atau perhatian orang-orang di 
sekitarnya akan mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan 
kegiatan lagi karena tidak ada lagi orang yang mempercayainya.28 
Hal ini yang menyebabkan Rara memilih masuk ke dalam dunia 
prostitusi karena mengalami pengalaman pahit di masa lalu dan ia 
merasa dipandang buruk oleh masyarakat disekitarnya. 
 Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Sigmun Freud 
dalam teorinya yang membahas mengenai orang yang memilih 
menjadi pelacur karena telah mengalami kekecewaan pada 
permulaan kehidupan seksualnya. Hal tersebut juga dikemukakan 
oleh Halleck bahwa faktor psikologis yang dialami anak pada 
tahun-tahun pertamanya dapat membawa kepada perbuatan yang 
dapat digolongkan kejahatan pada masa kecewanya. Selain itu, 
faktor kurangnya kasih sayang dari orangtua juga dikatakan 
Halleck sebagai salah satu faktor penyebab seseorang masuk ke 
dalam dunia pelacuran.29 
4. Diajak oleh teman 
          Diajak oleh teman merupakan faktor yang paling 
mempengaruhi seorang anak untuk masuk ke dalam dunia 
prostitusi. Seperti yang dikatakan oleh Riska dan Rara (santunan di 
                                                          
28
 Ibid., hlm 67—68. 
29
 Ibid., hal. 89-90. 
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Panti Sosial Karya Wanita ―Mattiro Deceng‖), mereka mengatakan 
selain himpitan ekonomi dan pengalaman pahit di masa lalu; 
mereka tidak mungkin terjerumus kalau saja mereka tidak diajak 
oleh teman mereka dengan diberikan janji akan mendapatkan 
pekerjaan yang meghasilkan uang yang banyak tanpa memerlukan 
keterampilan kerja dan pendidikan yang tinggi. Namun 
kenyataannya mereka diajak untuk masuk ke dalam dunia 
prostitusi, karena tidak memiliki pilihan lain dan dengan penawaran 
pendapatan yang tinggi sehingga mereka memilih untuk melakukan 
pekerjaan tersebut. 
 Anak yang mengalami pengalaman pahit dan telah dicap 
buruk oleh masyarakat, cenderung membutuhkan teman yang bisa 
bisa dipercaya dan mengerti apa yang dirasakan oleh si anak 
tersebut. Dalam kasus ini, seorang anak yang mengalami 
pengalaman pahit di masa lalu lebih nyaman ketika bersama 
dengan anak-anak yang mengalami hal serupa dengannya. Karena 
persamaan hal yang dialami oleh mereka, yang menyebabkan 
mudahnya anak mengikuti ajakan temannya untuk masuk ke dalam 
dunia prostitusi. 
5. Untuk kesenangan batin 
         Tidak hanya faktor eksternal saja yang mendorong 
seseorang untuk terjun dalam dunia prostitusi, melainkan faktor 
intern juga berperan penting dalam mendorong seseorang untuk 
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melakukan pekerjaan yang tidak bermoral ini. Seseorang yang 
karena berkeinginan untuk memuaskan kebutuhan batinnya (seks), 
yang menyebabkan seseorang terjun ke dalam dunia prostitusi.  
 Seperti yang diakui oleh Indah (nama samaran) asal kota 
Makassar (wawancara 24 April 2014), ia mengakui bahwa profesi 
yang ia jalani sebagai PSK, membuatnya merasakan kepuasan 
batin sendiri bila telah melakukan pekerjaan itu. Masalah uang 
bukan menjadi faktor utama indah melakukan hubungan seksual. 
Jika ia ingin merasakan kepuasan batin maka ia akan menawarkan 
dirinya pada muncikari untuk dicarikan pelanggan. 
 
C. Upaya yang Dilakukan Aparat Terkait untuk Mencegah Meluasnya   
Praktik Prostitusi Anak di Kota Makassar 
    Maraknya bisnis prostitusi anak di kota Makassar khususnya 
aparat terkait seperti polisi dan dinas sosial tidak tutup mata mengenai 
fenomena sosial yang menjalar di kota Makassar. Berbagai upaya 
yang telah dilakukan yaitu membentuk tim terpadu yang terkoordinasi 
dengan polres, satpol PP dan dinas sosial pada daerah yang disinyalir 
sebagai tempat dan bisnis prostitusi. Seperti yang dikatakan oleh M. 
Arsyad (Wawancara, 14  Mei 2014), pihak satpol PP melakukan razia 
yang kemudian dibantu oleh pihak kepolisian, dan pihak dinas sosial 
dalam hal ini yang mengawasi kinerja dari pihak satpol PP dan 
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Kepolisian, agar para pihak terkait dalam melakukan razia tidak 
melakukan tindakan yang semena-mena. 
    Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat-aparat terkait dalam 
mencegah meluasnya praktik prostitusi anak, antara lain: 
1. Polres Makassar 
          Dalam hal penanggulangan praktik prostitusi, Polisi sebagai 
penegak hukum yang menanggulangi praktik prostitusi mencegah 
masyarakat menjadi korban prostitusi dengan melakukan 
koordinasi dengan satpol PP dan dinas Sosial. Seperti yang 
dikatakan oleh Akdip Rezki (wawancara, 22 Aprl 2014), dalam hal 
ini upaya yang dilakukan Polres Makassar terhdap praktik prostitusi 
anak, yaitu : 
a. Melakukan penyisiran berdasarkan laporan masyarakat dengan 
berkoordinasi dengan satpol PP dan dinas sosial terhadap  
tempat yang disinyalir sebagai ajang prostitusi. 
b. Muncikari yang tertangkap berdasarkan hasil penyelidikan dan 
penyidikan, berkasnya segera dilimpahkan ke kejaksaan.  Untuk 
muncikari anak yang tertangkap berkasnya tidak langsung di 
limpahkan ke kejaksaan, dikarenakan ia masih dalam kategori 
anak yang penanganannya bersifat khusus. 
c. Anak yang terjaring razia oleh pihak kepolisian tidak diinput 
berkasnya dikarenakan untuk menjaga kepentingan dari si anak 
tersebut dan dikarenakan budaya siri’ yang melekat pada 
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masyarakat di kota Makassar, dimana orangtua dari si anak 
akan merasa sangat malu jika perbuatan yang dilakukan oleh 
anaknya diketahui oleh masyarakat. Anak yang terjaring dalam 
praktik prostitusi akan didampingi oleh orangtuanya ketika akan 
diinterogasi oleh pihak kepolisian  dan kemudian anak tersebut 
diperbolehkan untuk pulang dengan orangtuanya. 
2. Dinas sosial 
          Dalam hal penanggulangan praktik prostitusi anak di kota 
Makassar, dinas sosial membentuk tim terpadu dalam 
pemberantasan penyakit masyarakat yang melibatkan pihak satpol 
PP dan pihak kepolisian. Seperti yang dikatakan oleh M. Arsyad 
(wawancara 14 Mei 2014) pihak dinas sosial dalam melakukan 
pemberantasan praktik prostitusi bekerjasama dengan pihak satpol 
PP dan pihak kepolisian. Pihak dinas sosial dalam hal ini bertugas 
untuk mengawasi pihak satpol PP dan pihak kepolisian, agar tidak 
terjadi perbuatan semena-mena yang dilakukan oleh aparat-aparat 
terkait dalam melakukan pemberantasan praktik prostitusi di kota 
Makassar.  
          Adapun upaya yang yang dilakukan oleh dinas sosial, seperti 
yang dikatakan oleh M. Arsyad (wawancara 14 Mei 2014), anak 
yang terjaring razia kemudian diserahkan ke Panti Sosial Karya 
Wanita ―Mattiro Deceng‖ untuk mendapatkan pendidikan 
keterampilan selama 6 bulan.  
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D. Kendala yang Dihadapi Aparat Terkait dalam Mencegah 
Meluasnya Praktik Prostitusi Anak di Kota Makassar 
    Berbagai upaya dilakukan oleh aparat terkait untuk 
menanggulangi atau setidaknya meminimalisir terjadinya praktik 
prostitusi mulai dari usaha yang bersifat pre-emtif dan preventif dengan 
menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik kepada PSk anak, 
untuk mencegah anak kembali ke dalam dunia prostitusi; maupun 
rehabilitatif dengan memabawa PSK anak ke Panti Sosial Karya wanita 
―Mattiro deceng‖ untuk mendapatkan pembinaan keterampilan selama 
6 bulan. Namun tetap saja ada PSK (Pekerja Seks Komersial) yang 
terjaring meskipun hanya sedikit diantaranya adalah anak yang 
terjaring, hal tersebut dikarenakan oleh beberapa hal yang bersifat 
intern maupun ekstern didalamnya. 
    Yang menjadi masalah juga setiap akan dilakukan operasi 
penertiban dan pengrebekan terhadap tempat atau lokasi prostitusi, 
informasi tersebut sudah sampai kepada pemilik lokasi. Ada indikasi 
bahwa ada oknum-oknum tertentu yang membocorkan rencana razia 
sebelum petugas sampai di lokasi tersebut. Bocornya rencana razia ini 
yang menyebabkan banyak pelaku prostitusi yang melarikan diri 
sebelum terjaring razia. 
    Kendala lain juga yang dihadapi,  ketika melakukan razia selalu 
terjadi bentrok antara pihak terkait yang merazia dengan pemilik 
tempat lokasi. Seperti yang dikatakan oleh pihak dinas sosial M. 
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Arsyad (wawancara 14 Mei 2014), ketika melakukan razia bersama 
pihak satpol PP dan pihak kepolisian selalu saja terjadi bentrok dengan 
pemilik tempat prostitusi, Muncikari yang terjaring razia mengamuk dan 























         Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 
dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Faktor penyebab terjadinya praktik prostitusi anak di kota Makassar 
adalah masalah sosial dimana anak ditelantarkan oleh keluarga, 
diajak oleh teman, pengalaman seksual yang pernah dialami 
sebelumnya dan faktor kesenangan batin yang ingin dirasakan oleh 
anak. Faktor himpitan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan 
seorang anak, karena ada tanggungan serta banyaknya kebutuhan 
hidup serta keinginan mendapatkan uang dengan cara mudah dan 
cepat yang menjadi penyebab seorang anak terjun ke dalam dunia 
prostitusi. 
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat terkait seperti 
pihak polisi, satpol PP dan dinas sosial ialah membentuk tim dalam 
merazia tempat yang disinyalir adanya praktik prostitusi. Muncikari 
yang tertangkap berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, 
berkasnya segera dilimpahkan ke kejaksaan. Untuk muncikari anak 
yang tertangkap berkasnya tidak langsung di limpahkan ke 
kejaksaan, dikarenakan ia masih dalam kategori anak yang 
penanganannya bersifat khusus. PSK anak yang terjaring dalam 
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razia di bawa ke Panti Sosial Karya Wanita ―Mattiro Deceng‖ untuk 
mendapatkan pendidikan keterampilan selama 6 bulan. 
3. Kendala yang dihadapi dalam upaya menanggulangi praktik 
prostitusi anak ialah informasi razia telah diketahui oleh pemilik 
lokasi sebelum petugas sampai di tempat yang disinyalir adanya 
praktik prostitusi dan terkendala pada muncikari yang mengamuk 
ketika akan di razia yang berakibatkan munculnya bentrok antara 
pihak yang merazia dengan muncikari. Kendala lain dalam 
pembinaan terhadap PSK anak yang terjaring adalah terbatasnya 
wewenang yang dimiliki oleh dinas sosial kota Makassar sebatas 
hanya mampu membuat surat pernyataan kepada PSK anak yang 
terjaring, dan masalah yang bersifat rehabilitatif seperti pembinaan 
keterampilan diserahkan kepada Panti Sosial Karya Wanita ―mattiro 
deceng‖. Hanya sampai disitu saja kewenangan yang dimiliki oleh 
dinas sosial kota Makassar. 
B. Saran 
1. Mengefektifkan peranan keluarga dan memperbaiki tatanan kondisi 
sosial ekonomi sebagai upaya pencegahan pre-emtif untuk 
mencegah anak terjun dalam dunia prostitusi melalui pendekatan 
secara intensif dan berimbang terhadap seluruh lapisan masyarakat 
dan urgensi untuk menerbitkan perda kota Makassar tentang 
larangan praktik prostitusi. 
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2. Tindakan yang bersifat preventif maupun refresif yang dilakukan 
oleh aparat terkait khususnya pemerintah kota Makassar 
hendaknya dilakukan untuk tujuan pembinaan kesadaran mental 
perilaku agar PSK terkhususnya anak tidak kembali ke dunia 
prostitusi. 
3. Penambahan jumlah aparat terkait dalam melakukan razia, untuk 
meminimalisir terjadinya bentrok dengan muncikari yang 
mengamuk ketika di razia.  
4. Penambahan waktu rehabilitasi di Panti Sosial Karya Wanita 
―Mattiro Deceng‖ menjadi 1 tahun agar memeberikan efek jera 
kepada santunan agar anak santunannya tidak kembali lagi ke 
dalam dunia prostitusi; agar anak tersebut jauh lebih terampil 
dengan pekerjaan yang diajarkan di Panti Sosial Karya Wanita 
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